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3.2 Saran

3.2.1 Untuk Instansi

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran kepada instansi, diantaranya adalah:

1. Sebaiknya lebih meningkatkan pengawasan terhadap disiplin kerja para pegawai serta memberikan tindakan yang tegas terhadap pegawai yang melanggar.
2. Sebaiknya mahasiswa PKL diberikan rincian tugas yang jelas tentang kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan PKL.
3. Sebaiknya sebagai instansi pemerintah yang memberikan pelayanan jasa terhadap publik, mencantumkan identitas ruangan atau papan nama di setiap ruangan, untuk mempermudah publik mendapatkan sesuatu yang mereka butuhkan.

4. Sebaiknya Sebagai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Barat, desain arsitektur bangunan kantor dirancang lebih etnik sehingga mencerminkan Jawa Barat itu sendiri.

3.2.2 Untuk Mahasiswa PKL Selanjutnya

Bagi mahasiswa PKL selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya:

1. Mempersiapkan administrasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan PKL, terutama berkaitan dengan surat perizinan PKL.

2. Pastikan semua syarat dari universitas dan instansi atau perusahaan terpenuhi.

3. Senantiasa menjaga nama baik diri sendiri dan universitas.

4. Memberikan yang terbaik dalam pelaksanaan PKL, disiplin dan taat terhadap segala peraturan instansi atau perusahaan.

5. Mempersiapkan pakain yang sesuai dengan tempat PKL, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Harus memiliki inisiatif jika dalam pelaksanaan PKL tidak sesuai dengan yang dibayangkan sebelumnya.

7. Pandai-pandai bersosialisasi dengan para staf atau pegawai untuk membentuk jaringan kerja dimasa yang akan datang.
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